
PROFIL DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BOMBANA

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan

daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Nomor 49

Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga

Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja

mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan,

pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggungjawabnya;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta

pengelolaan informasi di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

h. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);



i. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

disebarluaskan

kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga

pelatihan kerja swasta;

k. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

l. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

m. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

n. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;

o. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

p. Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam

pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan

kesempatan kerja kepada masyarakat;

q. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

r. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan

kesempatan kerja kepada masyarakat;

s. Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

t. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke

luar negeri kepada masyarakat;



u. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing

(IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu)

daerah kab./kota;

v. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

dengan ruang lingkup operasi daerah kab./kota;

w. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

x. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama

Bipartit di perusahaan;

y. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

z. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan

perusahaan.



2. Struktur Organisasi


